Menimbang

Mengingat

Menetapkan

REPUBLIK INDONE SIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG .
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menctapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor !, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 2918);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN GSISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
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Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat $MK3
adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara kescluruhan dalam rangka
pengendalian risiko yang bérkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja
yang aman, efisien dan produktif.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjuinya disingkat K3 adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalul upaya
pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri mauplin untuk masyarakat.

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain, '

Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/bursh  dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain; .

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha adalah:
a. orang persecrangan, persckutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu

perusahaan milik sendiri; _

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;

¢. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili peruszhaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia. .

Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan
kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan
dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

Menteri adalah Menteri yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

a.

b.

meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana,
terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan
unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
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C.

menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Pasal 3

(1) Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasiohal tentang SMK3.

(2), Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam

Lampiran I, Lampiran I, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

BABII *
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai pedoman

perusahaan dalam menerapkan SMK3.

(2) Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:

a. mempekerjakan pekerja/burch paling sedikit 100 (seratus} orang; atau
b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

{3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{4) Peﬁgusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar
internasional.

Pasal 6

(1} SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} meiiputi:

a. penetapan kebijakan K3;
b. perencanaan K3;
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c.

pelaksanaan rencana K3;

d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan

€.

peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

(2) Penerapan SMK3 scbagaimana dimaksud pada ayal {') tertuang dalam pedoman yang
tercantum dalam Lampiran 1 sebagai bagian yang tuwlak terpisahkan dari Peraturan
, Pemerintah int,

Bagian Kedna
Penctapan Kebijakan K3

Pasal 7

(1) Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurof a dilaksanakan
oleh pengusaha. i

(2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha paling sedikit
harus:

a.

b.
C.

melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:

1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;

2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;

3. peninjauar sebab akibat kejadian yang membahayakan;

4, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan
keselamatan; dan

5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

mempethatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a

b.
c.
d.

visi;

tujuan perusahaun;

komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan

kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusabaan secara menyeluruh

yang bersifat umum dan/atau operasional.

Pasal 8

Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh
pekerja/buruh, orang lain selain peketja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang

terkait.
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Bagian Ketiga
Perencanaan K3

Pasal 9

LR "

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk

(2

(3

@)

&)

(1)

(2}

(3}

menghasilkan rencana K3.

Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3
yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha harus
mempertimbangkan:

a. hasil penelaahan awatl;

b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;

c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan

d. sumber daya yang dimiliki.

Pengusaha dalam menyusun rencana K3 secbagaimana dimaksud pada ayat {(2) harus
melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait
di perusahaan.

Rencana K3 paling sedikit memuat:
a. tujuan dan sasaran;
b. skala prioritas;
¢. upaya pengendalian bahaya;
d. penetapan sumber daya;
e. jangka waktu pelaksanaan;
f.  indikator pencapaian; dan
g. sistem pertanggungjawaban.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Rencana K3
Pasal 10

Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ dan Pasal 9.

Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang
K3, prasarana, dan sarana.

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:

a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan

b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin ketja/operasi dan/atau
surat penunjukkan dari instansi yang berwenang. '
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(4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
b. anggaran yang memadai;
¢. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
d. instruksi kerja.

r Pasal 11

(1} Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan
persyaratan K3. .

{2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

tindakan pengendalian;

perancangan (design) dan rekayasa;

prosedur dan instruksi kerja;

penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;

pembeliavpengadaan barang dan jasa;

produk akhir;

upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan

rencana dan pemulihan keadaan darurat. .

(3) Keglatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan
berdasarkan identifikasi bahaya, penilzian, dan pengendalian risiko.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksod pada ayat (2} huruf g dan huruf h dilaksanakan
berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.

Bl e oo o

Pasal 12

(1) Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus:
a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di
bidang K3;
b. ~melibatkan seluruh pekerja/buruh;
c. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain
pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
d. membuat prosedur informasi;
€. membuat prosedur pelaporan; dan
f. mendokumentasikan seluruh kegiatan.

{2} Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan
kegiatan manajemen perusahaan.

Pasal 13

{1) Prosedur informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus
memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam
perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.
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2)

(3}

(1
2)

€

(4)

(3)

(6)

Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) horuf ¢ terdiri atas
pelaporan: .

terjadinya kecelakaan di tempat kerja;

ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;

kinerja K3;

identifikasi sumber bahaya; dan

yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perur.dang-undangan.

o Re F

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {1) huruf f paling sedikit
dilakukan terhadap: .
peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;

hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
identifikasi produk termasuk komposisinya;

informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan

audit dan peninjauan ulang SMK3.

a.

b. indikator kinerja K3;

¢. izin kenja;

¢. Thasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
¢. kegiatan pelatihan K3;

f.  kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeltharaan;
g. catatan pemantauan data;

h.

1,

j-

k,

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Pasal 14
Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3.

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya
manusia yang kompeten.

Dalam hal perusahaan tidak memitiki sumber daya unmtuk melakukan pemantavan dan
evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pibak
lain.

Hasil pemantauan dan evaluasi kinetja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan
kepada pengusaha.

Hasil pemantauan dan evaluasi kinetja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
untuk melakukan tindakan perbaikan.

Pelaksanzan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.
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Bagian Keenam
Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

_Pasal 15

{1) Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib mefakukan
* peninjauan,

{2} Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

{3} Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan
perbaikan dan peningkatan kinerja.

{4) Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan
dalam hal:

terjadi permbahan peraturan perundang-undangan;

adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;

adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan,

terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;

adanya perkembangan ilmu pengetalman dan teknologi, termasuk epidemiologi;

adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;

adanya pelaporan; dan/atau

adanya masukan dari pekerja/buruh.

g0 e e o

BABII
PENILAIAN SMK3

Pasal 16

(1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh
Menteri atas permohonan perusahaan. o

(2) Untuk perusshaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian
penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Audit SMK3 yang
meliputi:

pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;

pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;

pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;

pengendalian dokumen;

pembelian dan pengendalian produk;

keamanan bekerja berdasarkan SMK3;

standar pemantauan;

pelaporan dan perbaikan kekurangan,

pengelolaan material dan perpindahannya,

FOE R Qe T
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j. pengumpulan dan penggunaan data;
k. pemeriksaan SMK3;dan
L. pengembangan keterampilan dan kemampuan.

(4) Penilaian penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam pedoman
yang tercantum dalam Lampiran Il sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 17

(1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kapa:ia Menteri dengan
tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota
sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

(2) Bentuk laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman
yang tercantum dalam Lampiran 111 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 18

(1} Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen,
organisasi;

sumber daya manusia;

pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
keamanan bekerja;

nemeriksaan, pengujian dan peagukuran penerapan SMK3,
pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri,
pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan

tindak lanjut audit.

SR e B0 gR

Pasal 19

(1) Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan
penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} dilakukan secara
terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 20

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 digunakan sebagai dasar
dalam melakukan pembinaan.

BABV
* KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah menerapkan SMK3,
wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

ttd,
Dl.{. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOG
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 100
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IL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
' NOMOR 50 TAHUN 2012,
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN

’ KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

UMM

Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam
segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya
perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak
terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yvang terencana, terukur,
terstruktur, dan ierintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem
keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,
pekerja/buruh, dan/atan serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan
mengurangt kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang
nyaman, efisien dan produktif.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melaiui SMK3 telah berkembang di
berbagat negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman
bagi setiap perusahazn dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat
terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3.

Peraturan Pemerintah ini memuat:

= ketentuan wmum;

- sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
-  penilaian SMK3;

- pengawasan,

- ketentuan Peralihan; dan

- ketentuan Penutup.

PASAL DEMIPASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukp jelas.
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Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, minyak dan gas
bumi, atau pertambangan.
Pasal 5
Ayat (1) .
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tingkat potensi bahaya tinggi” adalah
perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan
kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi .
dan pencemaran lingkungan kerja.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8

Penyebarluasan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilakukan melatui
media antara lain papan pengumuman, brosur, verbal dalam briefing/apel, dan/atau
media elektronik lainnya. _

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain subkontraktor, penyewa, tamu, pelanggan,
pemasok.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)

Hurufa

Yang dimaksud dengan ‘“penelaahan awal” adalah kegiatan yang
dilakukan pengusaha unfuk mengetahui  posisi/kondisi/tingkat
pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan terhadap
penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan
kerja. Kegiatan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan
keselamatan dan kesehatan kerja yang ada, partisipasi pekerja/buruh
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, tanggung jawab pimpinan umit
kerja, analisa dan statistik kecelakaan, dan penyakif akibat kesja, serta
upaya-upaya pengendalian yang sudah dilakukan.

Huruf b

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dilakukan terhadap
mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-
bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi, dan
scbagainya.

Hurufc

Yang dimaksud “persyaratan lainnya” adalah standar, pedoman, dan
peraturan perusahaan,

Huruf d

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah personil yang memiliki
kualifikasi dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja, sarana
keselamatan dan kesehatan kerja, alat pelindung diri, alat pengaman, dan
anggaran yang dialokasikan untuk program keselamatan dan keschatan
kerja.

Yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait di perusahaan antara lain akuntan
publik, konsultan, penyedia jasa, dan penyewa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2}

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hurufa
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Yang dimaksud “kompetensi kerja” adalah kemampuan setiap individu
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang antara fain kementerian

r kesehatan.

Ayat (4)
Cukup jeias. .
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}

Huruf a
Tindakan pengendalian meliputi pengendalian terhadap kegiatan, produk
barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penvakit
akibat kerja sekurang-kurangnya mencakup pengendalian terhadap _
bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat pekerjaan, dan proses
kerja.

Huruf b
Perancangan (design) dan rekayasa meliputi pengembangan, verifikasi
tinjeuan ulang, validasi dan penyesuaian berdasarkan identifikasi sumber
bahaya, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit
akibat kerja.

Huruf ¢ .
Penyusunan prosedur dan instruksi ketja memperhatikan syarat-syarat
keselamatan dan kesehatan kerja dan ditinjau ulang apabila terjadi
kecelakaan, perubahan perafatan, perubahan proses dan/atau perubahan
bahan baku serta ditinjau utang secara berkala.

Huruf d
Dalam kontrak penyerahan sebagian pelaksanaan peketjaan, memuat
jaminan kemampuan perusahaan penerima pekerjaan dalam memenuhi
persyaratan keselamatan dan keschatan kerja.

Huruf e

Dalam pembelian/pengadaan barang dan jasa perlu memperhatikan
spesifikasi teknis dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta
kelengkapan lembar data keselamatan bahan.
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Huruf
Produk akhir dilengkapi dengan petunjuk pengoperasian, spesifikasi
teknis, lembar data keselamatan bahan, label dan/atau informasi
keselamatan dan kesehatan kerja lainnya.

Huruf g
. Cukup jelas.

Hurufh
Cukup jelas. .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Avyat (4)
Yang dimaksud dengan “potensi bahaya™” adalah kondisi atau keadaan baik pada
orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses
produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan,
kerugian, kecelakaan, kebakaran, peiedakan, pencemaran, dan penyakit akibat
kerja.
Yang dimaksud dengan “investigasi” adalah serangkaian kegiatan untuk
mengumpulkan keterangan/data atas rangkaian temuan kejadian gangguan,
kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan
penvakit akibat kerja.
Yang dimaksud dengan “analisa kecelakaan™ adalah serangkaian kepiatan untuk
mengadakan analisa dan penyelidikan untuk mengetahui/membuktikan kebenaran
atau kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas kejadian
kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja yang
merupakan bagian penting program pencegahan kecelakaan.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Avat (1)
Cukup jelas.
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Avyat (2)
Yang dimaksud dengan perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi antara
lain perusahaan yang bergerak di bidang penarnbangan minyak dan gas bumi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5309
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LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(SMK3) .

Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajibr melaksanakan:
penetapan kebijakan K3;

perencanaan K3;

pelaksanaan rencana K3;

pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan

peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

mOOwW>

A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:

a.

tinjanan awal kondisi K3; dan

b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.

2. Penetapan kebijakan K3 harus:

a..

b.
C.
d

™o

disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;

tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;

secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;

dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu,
kontraktor, pemasok, dar pelanggan;

terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;

bersifat dinamik; dan

ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih
sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan
perundang-undangan.

3. Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf ¢ sampai dengan huruf g, pengusaha
dan/atau pengurus harus:

a.

b.

C.

menempatkan organisasl X3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan
perusahaan;

menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain
yang dipertukan di bidang K3;

menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan
kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;

membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi,

melakukan perilzian kinerja,dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
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4. Ketentuan tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf e diadakan
peninjauan ulang s¢cara teratur.

5, Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus mepunjukkan komitmen terhadap
K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikeibangkan.

‘ 6. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus bemperan
serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

B. PERENCANAAN K3
1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:
a.  Hasil penelaahan awal
Hasil penelaahan awal merupakan tinjavan awal kondisi K3 perusahaan yang
telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.

b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
[dentifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus
dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.

c.  Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
Peraturan perundang-undangan dan persyaratan fainnya harus:
1y ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh
perusahaan; dan
2)  disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.

d. Sumber daya yang dimiliki
Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang
dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana
dan prasarana serta dana.

2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat:
a.  Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur
sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit
memenuhi kualifikasi:
1)  dapat divkur;
2) satuan/indikator pengukuran; dan
3)  sasaran pencapaian.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi

dengan:

1)  wakil pekerja/buruh;
2) ahliK3;

3) P2K3;dan

4)  pihak-pihak lain yang terkait.

' 32
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b.  Skala Prioritas
Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko,
dimana pekerjaan vang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan
dalam perencanaan. - '

c. Upaya Pengendalian Bahaya
Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko
melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung
diri.

d. Penetapan Sumber Daya
Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber
daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang
memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

e. Jangka Waktu Pelaksanaan
Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu
pelaksanaan.

f.  Indikator Pencapaian
Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter
yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus
merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan
SMK3.

g.. Sistem Pertanggung Jawaban

Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan

sasaran sesual dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang

bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan.

Peningkatan K3 akan efektf apabila semua pihak dalam perusahaan

didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK3,

dan memiliki budaya perusahdan yang mendukung dan memberikan
kontribusi bagi SMK3. Berdasarkan hal tersebut pengusaha harus:

1) menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan
tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3 dan wewenang untuk
bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan
manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung;

2) mempunyai prosedur unhik memantau dan mengkomunikasikan setiap
perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh
terhadap sistem dan program K3; dan

3} memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang
menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

C. PELAKSANAAN RENCANA K3
Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus
perusahaan atau tempat kerja dengan:
1. menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi; dan
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2. menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.

i. Penyediaan Sumber Daya Manusia
a. Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia

Dalam penyediaan sumber daya reanusia. perusahaan harus membuat

prosedur pengadaan secara efektif, meliputi:

. 1) Pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki
kompetensi kerja serta kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan
melalui:

a) sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
dan

b) surat izin kerafoperasi danfatau surat penunjukan dari
instansi yang berwenang.

2) Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap
tingkatan manajemer perusahaan dan menyelenggarakan setiap
pelatihan: yang dibutubkan;

3) Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3
secara efektif,

4) Pembuatan peraturan untuk memperoieh pendapat dan saran para
ahli; dan .

5) Pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan

~ pekerja/buruh secara aktif,

b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan/atau
pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran dengan
melibatkan pekerja/buruh maupun pihak lain yang terkait di dalam
penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMKJ3, sehingga semua
pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.

Dalam melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran SMK3, pengusaha
dan/atau pengurus harus memberi pemahaman kepada tenaga kerja atan
pekerja/buruh tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, dan
psikologi yang mungkin dapat menciderai dan melukaf pada saat bekerja,
serta pemahaman sumber babaya tersebut. Pemahaman tersebut
bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah
terjadinya insiden. -

¢. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3,

harus ditakukan oleh perusahaan dengan cara:

1) menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung
jawab dan tanggung gugat di bidang K3;

2)  menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak
dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen,
pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung
meliputi:
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a) pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus
memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya
sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis
kegiatan dalam perusahaan;

b) pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai
sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk untuk
menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3;

3) mempunyai prosedur untuk memantan dan mengkomunikasikan
setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang
berpengaruh terhadap sistem dan program K3;

4)  memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang
menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja

Pelatihan dan kompetensi Kerja, dilakukan dengan melakukan
pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3.
Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan
sesuai kebutuhan dengan:

1) menggunakan standar kompetensi kerja yang ada,

2)  memeriksa uraian tugas dan jabatan;

3) menganalisis tugas kerja;

4)  menganalisis hasil inspeksi dan audit; dan

5) meninjau ulang laporan insiden.

Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebaga) dasar penentuan
program pelatihan yang harus dilakukan, dan menjadi dasar
pertimbangan dalam penerimaan, seieksi dan penilaian kinerja.

2. Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai
Prasarana dan sarana vang disediakan meliputi:

a.

Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3

Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung
jawab di bidang K3. P2F.3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang
merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau
pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan
partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau
pekerjalburuh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan
Anggota.

P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik
diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai
masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
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b. Anpgaran

Perusahaan harus mengalokasikan anggaran unfuk pelaksanaan K3

secara menyeluruh antara lain untuk:

1) keberlangsungan organisasi K3:

2) pelatihan SDM dalam mewujudkai: kompetensi kerja; dan

3) pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi,
peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.

¢. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian

1) Prosedur operasi‘kerja barus disediakan pada setiap jenis pekerjaan

dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety
Analysis) oleh personil yang kompeten.

2) Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan
untuk: :

a) mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan
audit dan tinjavan ulang manajemen dikomunikasikan pada
semua pihak dalam perusahasn yang bertanggung jawab dan
memiliki andil dalam kinerja perusahaan;

b) melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar -
perusahaan; dan

¢) menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan
kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan.

Informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi:

a) persyaratan ecksternal/peraturan perundangan-undangan dan
internal/indikator kinerja K3;

b) izin kerja;

¢} hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta
sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat-
pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan
kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi;

d) kegiatan pelatihan K3; _

&) kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;

f) pemantauan data;

g) hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak
lanjut; _

h) identifikasi produk termasuk komposisinya;

i) informasi mengenai pemasok dar kontraktor; dan

j) audit dan peninjauan ulang SMK3.

3) Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk
menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau
pelaksanaan SMK3 schingga kinerjanya dapat ditingkatkan.
Prosedur pelaporan terdiri atas:
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b)

Prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk
menangani:

() pelaporan terjadinya insiden;

(2) pelaporan ketidaksesuaian;
(3) pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja; dan
(4) pelaporan identifikasi sumber bahaya.

Prosedur pelaporan eksternal vang harus ditetapkan untuk

menangani:

(1) pelaporan yang dipersyaraikan peraturan perundang-
undangan; dan

(2) pelaporan kepada pemegang saham atau pihak iain yang
terkait.

Laporan harus disampaikan kepada pihak manajemen dan/atau
pemerintah.

4) Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk:

a)
b)

c)
d)

e}

menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran
K3;

menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3;
mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur;
memberikan arahan mengenai dokumen yang terkaif dan
menguraikan  unsur-unsur  lain dari  sistem  manajemen
perusahaan; dan '

menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk
perusahaan telah diterapkan.

Dalam pendokumentasian kegiatan K3, perusahaan harus menjamin
bahwa:

a)

dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan
tanggung jawab di perusahaan;

b} dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan
dapat direvisi;

c) dokumen sebelum diterbitkan haruzs lebih dahulu disetujui
oleh personil yang berwenang;

d) dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang
dianggap perlu;

e) semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan;
dan

f) dokumen mudah ditemukan, bemmanfaat dan mudah
dipaharni.

d. Instruksi kerja

Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk
melaksanakan pekerfaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap

pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.
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Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputt:

1. Tindakan Pengendalian
Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap
kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko
kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan

kebijakan:

a. standar bagi tempat kerja;

b. perancangan pabrik dan bahan; dan

c. prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendahkan kegiatan
produk barang dan jasa.

Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui:
a. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:
1) kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya; dan
2) jenis kecelakaan dan penyakit akibat ketja yang mungkin dapat terjadi.

b. Penilaian risiko uniuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah
diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian -
terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

o. Tindakan pengendalian dilakukan melalui:
1) pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi,
' ventilasi, higienitas dan sanitasi;
2} pendidikan dan pelatihan;
3) insentif, penghargaan dan motivasi din;
4) evaluasi melalui intemal audit, penyelidikan insiden dan etiologi; dan
5) penegakan hukuim.

2. Perancangan dan Rekayasa
Tahap perancangan dan rekayasa mehpuu
pengembangan,;
verifikasi;
tinjauan ulang;
validasi; dan
penyesuaiar.

opp o

Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus memperhatikan unsur-unsur:
a. identifikasi potensi bahaya;
b. prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat

kerja; dan

¢. personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi
wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi
persyaratan SMK3. .
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3. Prosedur dan Instruksi Kerja

Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala
terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan
oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja
dalam menggunakan prosedur.

. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi
persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebint dilakukan oleh
personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang
jelas.

. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:

a. tenintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja; '

b. menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi
persyaratan K3, dan

¢. pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus
menjelaskan kepada semwua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa
tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan
dan penyakit akibat kerja.

. Produk Akhir

Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam
pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.

. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri

Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat

kecelakaan dan bencana industri, yang meliputi:

a. penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai
sampai mendapatkan pertolongan medik; dan

b. proses perawatan lanjutan.

Prosedur menghadapi keadaan darurat harns diuji secara berkala oleh personil yang
memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar
harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui
kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.

. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan
harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk
mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja
yang mengalami frauma.
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D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:
1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran
Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara
prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 seria frekuensinya disesuaikan
dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.

. Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:
a. personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang
cukup;

b. catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung
harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor
kerja yang terkait;

¢. peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk
menjamin telah dipenuhinya standar K3;

d. tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan
ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian
dan pengukuran; _

e. penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan
penyebab permasalahan dari suatu insiden; dan

f.  hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

§

2. Audit Internal SMK3
Audit internat SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui

keefektifan penerapan SMK3.

Audit SMK3 difaksanakan secara sistematik dan independen oleh persomil yang
memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah
ditetapkan.

Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal
sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dan pelaporannya dapat
menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran 1l peraturan ini.

Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjavan ulang hasil audit
sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil
andit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjanan ulang manajemen.

Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3
harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan
pencegahan.—Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin
pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen.

E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3
Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian
tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:
1. melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan
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2. tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 tethadap seluruh
kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja
perusahaan,

Tinjavan ulang penerapan SMK3, palmg sedikit meliputi;

1. evaluasi terhadap kebijakan K3;

2. tujuan, sasaran dan kinerja K3;

3.  hasil temuan audit SMK3; dan

4. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan
SMK3.

Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
perubahan peraturan perundang-undangan;

tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar,

perubahan produk dan kegiatan perusahaan;

‘perubahan struktur organisasi perusahaan;

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi;
hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

adanya pelaporan; dan/atau

adanya saran dari pekerja/buruh.
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